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SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 37 TAHUN 2014
TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2011-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA .

. a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan

Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Penanggulangan Bencana, perlu dirumuskan Rencana
Penanggulangan Bencana di Provinsi Bengkulu yang
berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun dengan
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Rencana Penanggulangan Bencana di Provinsi
Bengkulu;

: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang

Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4723);



6.

10.
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12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
4725);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu dan Pelaksanaan
Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran
Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non
Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

16.

1%.

18.

19.

20.

21.

22,

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4830);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomwor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun
2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Bengkulu Nomor 15);

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat
Daerah Provinsi Bengkulu, sebagaimana diubah beberapa kali
dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun
2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi
Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012
Nomor 4);

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2010
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 6);

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2011
tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Bengkuiu
(Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3);

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 4}, sebagaimana diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Bengkulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu
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Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun
2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Bengkulu Nomor 3);

23. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu
Tahun 2012-2032 {Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun
2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Bengkulu Nomor 2);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA
s PENANGGULANGAN BENCANA DI PROVINSI BENGKULU TAHUN
2011-2015.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.

2

10.

1.

Daerah adalah Provinsi Bengkulu.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi
Bengkulu sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah
DPRD Provinsi Bengkulu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disebut BPBD, adalah
BPBD Provinsi yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi
untuk menyelenggarkan penanggulangan bencana.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan
Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua unsur
dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi daerah.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan
yang tepat, melalui urusan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya
yang tersedia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut
RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah sebagai pedoman
pembangunan S5 (Lima) Tahun ke depan dan sebagai acuan perencanaan

tahunan.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah
Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
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13.

14.

15.

186.

17

18.

(1)

(2)

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disebut Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang disingkat
Renja-SKPD, adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk pericde 1 (satu)
tahun.

Rencana Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disebut RPB, adalah
Perencanaan Penanggulangan Bencana yang disusun berdasarkan Analisis
Risiko Bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan
dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan adalah arahan atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah
Daerah untuk mencapai tujuan.

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan
tujuan seta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang
dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BABII
KEDUDUKAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2011-2015

Pasal 2

RPB Provinsi Bengkulu Tahun 2011-2015 merupakan Dokumen Perencanaan
Penanggulangan Bencana di Provinsi Bengkulu untuk jangka waktu 5 (Lima)
Tahun.

Perencanaan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
ditinjau kembali setiap 2 (Dua) Tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi

bencana.

RPB Provinsi Bengkulu Tahun 2011-2015 sebagaimana diaksud pada Ayat

(1), berkedudukan dan berfungsi:

a. menjadi acuan dan dasar hukum bagi upaya penyelenggaraan
penanggulangan bencana di Provinsi Bengkulu dalam waktu 5 (Lima)
Tahun mendatang;

b. menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah secara terpadu
dan terkoordinasi, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan
yang ada, dalam upaya mengurangi risiko bencana di Provinsi Bengkulu.



BAB III
DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2011-2015
Pasal 3

(1) Dokumen RPB Provinsi Bengkulu Tahun 2011-2015 secara rinci tercantum
dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.

(2) Sistematika RPB Provinsi Bengkulu Tahun 2011-2015, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.Bab I : Pendahuluan

b. Bab Il : Gambaran Umum Kebencanaan

‘¢. Bab III : Analisis Risiko Bencana

d.Bab IV : Kebijjakan Penanggulangan Bencana
e. BabV : Upaya, Program dan Fokus Kegiatan
f. Bab VI : Monitoring dan Evaluasi

g. Bab VII : Penutup

h. Lampiran

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 30-12-2014
GUBERNUR BENGKULU,

ttd.
H. JUNAIDI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkulu.

pada tanggal 30-12-2014

PIt.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd.

H.SUMARDI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR 37
Salinan sesuaidengan aslinya

KEPALA WO HUKUM,

M. IKHWAN, SH. MH
Pembina Tk. I
NIP. 19690905 199403 1 001




